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DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG ESA

BUPATI MA.IALENGKA,

Menimbang :

a- bahwa sebagai tindaklaqiut surat pimpinan DPRD Kabupa.ten
Majalengka Nomor gao/goslumum tanggar lz Dese-mber
2412 dan sehubungan dengan terjadinya perkembangan
ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga uJ**
perumahan, maka dipandang perlu menyesuaikan besaran
tuqiangan perumahan pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa.ten Majatengka;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun
2009 tentang Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dart
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195O tentang Pembentukan
Daerah-Daerah. Kabupaten Dalam Linglungan Provinsi Djawa
Barat fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 1950]
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Perobentukan Kabupa.ten Purwalcarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
28sLl;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385lf;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (I*mbaran Negara Republik Indonesia^ Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286}'

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2AO4 tentang Pembentukan
Peraturan Penrndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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undang-undang Nomor 15 Tahun 2ao4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan _ Tanggung Jawab feualgan Negara
(Lemlaran Negara Republik Indonesia Tahun za6+ Nomoi66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoraaool

lJndang-uqdang Nomor sz rahun zao4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Ind.onesiaTahnn 2oa4 Nomor rzs, Tambahan rimbaran Negara
Republik Indonesia_{om9r 44arl sebagaimana telah bebe[paksli diubah terakhir dengan undang-undang Nomor Lz
Tahun 2008 tentang perubahan Kedua-Atas unEang-undang
Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahari Daerafi
fiembaran Negara Republik IndoneJia Tahun zoog Nomor 59,
Tambahan r,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aSaal;

undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
$euangan Antara pemerintah pusat dan -pemerintahan
Daerah fi,embaran Negara Repubuk Indonesia Tahun zao4
Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor r+a38);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun zoa4 tentang
Kedudukan htokoler d+l Keuangan pimpinan dan Anggoti
Dewan Pemrakilan Ralryat Daerah {I"embarin Negara nefrLut
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, tambahir Lembaran
Jvegara Republik Indonesia Nomor 44161; sebagaimana lsreh
beberapa kati diubah terakhir dengan piratunilr pemerintah
Nomor 2l rahun 2ooz tentang perubalran Kefiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor z+ Tahun zoo4 tentang
Kedudukan Pmtokoler dan KeuangErn pimpinan dan A*ggod
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ltcmnarin Negara neplLut
Indonesia Tahun zoaz Nomor 47, tambahin Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47l2l;
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9. Peraturan Pemerintah. Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelol,aan Keuangan Daeratr {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoaesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

L2.

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengqaraan
Pemerintahan Daerah fi,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta.h,
Pemerintahan Daerah Pnopinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupa,tenfKota fi,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AOZ Nomor 82, Tambahan Iembaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasamra Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimara telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7
tentang Perubalran Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Frasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelotraan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberap. kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubalran
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Majarengka Nomor 34 Tahun
2oo4 tentang Kedudukan protokoter oi t<euangan pimpinan
Dan Arrggota Dewan perwakirran Rakyat oaerarr xauuiaten
Majalengka [t embaran Daera]r rabuSten rvr"i*r".rgk, r"t 

""2OO4 Nomor- ??, Sgri E) sebagaimana t"frf, mUtop* fJdiubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten
Mqialengka Nomor 2 Tahun 2ooz tentang p"*u"r,r, deduaAtas Perahrran Daerah Kabupaten UaSite"gk"-Nr;;;;;
Tahun zao4 tentang Kedudukan protodotei--aan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan perurak*an Rakyat oaeLtKabupaten Y"j"tl$ - firmbaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun ZAOZ Nomor 2, Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majarengka Nomor 2 Tahun2008 tentang urusan pemerindhan- oaerah Kabupaten
l9i4"rrsk" fi-embaran Daerah Kabupaten rrajJengka Tahun2oo8 Nomor z, Tembahan Iembaran oaeiah Kabupaten
Majalengka Nomor 1);

16. Peraturan Daerah lfubupaten Mqialengka Nomor 2 Tahun
?099 tentang pokok-pokok pengelorraair Keuangan DaerahKabupa.ten Majalengka _ ttembaran Baenatr Kabupa,ten
Majalengka Tahun 2OA9 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majarengka Nomor ro rahun
?999 tentang Organisasi eerangkai Daerah Kabupa.ten
Sg+ryk" fi*mbaran Daer.ah Kabupateri Ma[.Jengka Gnuo
2OA9 Nomor lO) sebagaimana tetah diuUaf, al""S"* peraturan
laeqah I(abupaten Mqfarengka Nomor s rah,n"2orl tentantPerubahan Atas peraturan Daeratr rauupaten Majarengk;
Nomor 1o Tahun 

?oag_ ,.ntang organisasi rerangkai oaehhIkbupaten Majalengka (rrembaran paeiarr -Kabupaten
Mqialeagka Tahun 2}fi Nomor g).

MEMUTIJSI(AII: ...6 Pasal Ir rr...i.. 7
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UEUI'TUSBAII :

Menetapkan:

PERATURAIT BI'PATI TEilTTAITG PERI'BAIIAIT ATAS
PENATURAIT EUPATI ITOUOR 35 TAIIT,II zfJfJf' TTITTAilG
TT,II.'ATGAT PERI'UAHAIT T'TTT'X PIilPIf,AT DA.I[ AilGG( TA
DDMAT PTRITAI{II"AIT RAITTAT DATRAH KABI'PATTIT
TA^'ALEI$GIIA.

Pasal I
Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraftran Bupati Majalengka Nomor
35 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengfta diubah, sehingga Pasal2 berbunyi sebagai berikut :

Pesal 2

tU Tunjangan Perumahan hanya dapat dibayarkan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan
rumah dinas anggota DPRD.

l2l Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

{3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat l2l harus memperhatikan asas kepatufun,
kewqianin dan rasionalitas serta standar harga sewa di
Kabupaten Majalengka.

(4) Besarnlra Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adal,ah sebagai berikut:
a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 5.00O.00O,OO/bulan;
b. Anggota DPRD sebesar Rp. a.O0o.000,00/bulan.



7

Pa881II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Mqialengka.

Ditetapkan di U4ialenglra
pada tanggal28 Desembr 2Al2

BI'PATT ilA.IALEITGI{A!

Cap/Ttd

gUTRISilO

Diundan*an di Maialenska
Pada t"t Egrf 28 Dcs"enbar" ?Q12

SEITREIARIS DAERAII
IIABTIPATEIT MA,JATIIYGITA!

AI}T ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2012
NOMOR ?$

J), .r'q
RACHMAT




